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5.1 Kesimpulan  

Subordinasi terhadap perempuan merupakan sebuah persoalan pelik yang 

mesti menjadi perhatian utama dan perlu dikritisi sebagai upaya menuju 

emansipasi, baik dalam bidang sosial, budaya, ekonomi hukum maupun agama. 

Monopoli budaya patriarkat, misalnya, telah mengekang kedudukan dan peran 

perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Subordinasi terhadap kaum 

perempuan juga tampak dalam berbagai bentuk seperti tindakan diskriminasi, 

kekerasan, eksploitasi yang mengakibatkan pengebirian terhadap peran 

perempuan di dalam masyarakat. Keberadaan kaum perempuan yang cenderung 

rentan terhadap pelbagai bentuk penindasan semakin kurang dihargai bahkan sulit 

untuk keluarga dari sistem yang mapan dalam ranah sosial, politik, budaya, 

hukum, ekonomi bahkan hingga menyentuh ranah privat dari kaum perempuan.  

Salah satu contoh persoalan sosial, budaya, ekonomi, politik maupun 

hukum adalah perempuan pelacur. Umumnya, pelacur selalu merujuk pada kaum 

perempuan. Hal ini terkesan diskriminatif terhadap kaum perempuan, padahal 

kaum pria pun dapat melacurkan diri. Pemahaman yang telah mengakar dalam 

masyarakat ini membuat perempuan pelacur selalu dianggap rendah, selain karena 

akibat langsung dari budaya pariarkat yang melanggengkan penindasan berbasis 

gender terhadap perempuan. Dalam tataran ini, perempuan pelacur menjadi 

korban dari pelbagai sistem dalam masyarakat yang kemudian membuat mereka 

berada dalam keadaan yang dilematis, yaitu sebagai korban dari sistem yang tidak 

adil sekaligus sebagai pelaku keresahan sosial yang terjadi di masyarakat. Akan 

tetapi, perlu diketahui bahwa tindakan diskriminatif terhadap perempuan pelacur 

bukan merupakan suatu kenyataan alamiah, melainkan karena konstruksi sosial 

yang timpang dalam masyarakat. Sebagai konstruksi sosial, perempuan pelacur 
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kemudian digiring ke dalam sebuah ranah yang membatasi aktualisasi dirinya dan 

terlebih lagi konstruksi sosial tersebut memonopoli segala aspek kehidupan.  

Tindakan subordinasi, kekerasan, diskriminasi, stigma sosial dan alienasi 

sosial adalah berbagai realitas sosial yang dialami oleh perempuan pelacur. 

Gambaran hidup yang dialami oleh perempuan pelacur seperti ini kadang diterima 

sebagai sesuatu yang wajar dan tidak dapat dielaki. Di lain pihak, eksploitasi, 

penjajahan terhadap tubuh perempuan pelacur, dominasi dan segregasi seksual 

serta pengobjekan tubuh seorang perempuan telah direduksi oleh suatu 

kebudayaan atau kepentingan primordial dari pihak tertentu. Realitas ini 

mengakibatkan pelecehan terhadap martabat luhur dari seorang perempuan 

pelacur. 

Tindakan pelecehan terhadap nilai luhur martabat perempuan yang 

melacurkan dirinya terjadi hanya karena suatu keadaan yang sebenarnya 

memaksanya untuk memilih hidup sebagai pelacur. Namun demikian, 

keberadaannya sebagai perempuan pelacur sesungguhnya tidak mengurangi kadar 

kemanusiaannya. Bahwasannya, perempuan pelacur tetap memiliki martabatnya 

sebagai manusia sama seperti manusia lain. Akan tetapi, hal tidak berarti bahwa 

tindakan pelecehan terhadap perempuan pelacur dibiarkan begitu saja. Dalam hal 

ini, mesti ada usaha untuk meredam berbagai tindakan dehumanisasi terhadap 

perempuan yang terjadi dalam berbagai bentuk. Hal ini pun yang diperjuangkan 

oleh kaum feminis. Perjuangan martabat yang dilakukan oleh kaum feminis yang 

berlandas pada universal HAM merupakan usaha untuk melihat dan memahami 

kembali pentingnya martabat perempuan pelacur. Kendatipun dalam keadaannya 

sebagai perempuan pelacur, pelanggar norma susila, dianggap sebagai penyakit 

dalam masyarakat atau atau dicap sebagai pendosa tetapi perjuangan terhadap 

martabatnya sangat perlu untuk dilakukan. Sebab konsep mengenai martabat 

manusia adalah sesuatu yang paling asasi dari eksistensinya sebagai manusia.  

Melalui kisah Injil Yohanes 8:1-11, penulis melihat dan mencoba menelaah 

konsep perempuan dalam Injil ini yang sangat relevan dengan perjuangan 

martabat perempuan pelacur. Perempuan yang kedapatan berzinah maupun 

perempuan pelacur adalah subjek pasif. Perempuan pezinah sebagaimana 
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perempuan pelacur juga rentan akan pelbagai kontestasi politik, ekonomi, agama, 

masyarakat ataupun budaya yang membelengku mereka. Mereka juga 

ditempatkan dalam posisi dilematis yaitu sebagai pelanggar atau pelaku tindak 

kejahatan moral dan pada sisi lain sebagai korban yang tidak bisa berbuat apa-apa. 

Dalam keadaannya sebagai pelaku pelanggaran, mereka ‘wajib’ mendapat 

hukuman kekerasan sebagai akibat dari tindakan perzinahan atau pelacuran yang 

mereka lakukan. Tindakan kekerasan ini bahkan dianggap sebagai kewajaran 

hukum, baik hukum positif maupun hukum sosial yang beraku dalam masyarakat. 

Sedangkan pada posisinya sebagai korban, mereka adalah subjek bisu yang tidak 

bisa berbuat banyak atas keadaan yang menimpanya. 

Superioritas budaya patriarkat, hukum yang rigoristik, dan pelbagai aspek 

dalam masyarakat Yahudi adalah penggambaran yang jelas bagaimana eksistensi 

perempuan kurang dipandang bahkan kurang dihargai. Keadaan yang sama saat 

penulis berusaha membaca secara kritis mengenai konteks perempuan pelacur saat 

ini. Alasan pokok dari segregasi yang dialami perempuan pezinah dan perempuan 

pelacur adalah aspek seksualitasnya yang dipandang rendah. Maka pelanggaran 

norma susila yang dilakukan perempuan dianggap salah, sebab menjadi biang 

pelanggaran norma susila dan diproyeksikan sebagai pelanggar utama terhadap 

hukum yang mencemari tatanan kehidupan sosialnya. Sedangkan kaum laki-laki 

yang juga sebagai pelaku pelanggaran asusila tersebut kurang disorot atau bahkan 

tidak dipersoalkan. Kenyataan inilah yang kemudian membuat Yesus 

mempertanyakan kaum Farisi dan ahli Taurat terhadap tindakan mereka yang 

timpang dan tidak adil. Tindakan Yesus ini mestinya menjadi dasar pijakan 

bersama bagi masyarakat masa kini untuk kembali mempertanyakan dirinya 

sebagai seorang yang pertama-tama sama sebagai manusia dan kemudian 

mempertanyakan diri atas perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan pelacur. 

Melalui kesadaran dan pertobabatannya, baik perempuan pelacur maupun 

masyarakat melihat bahwa martabatnya terpulihkan kembali sebagai citra Allah. 

Melalui pertanyaan refelktif yang diberikan Yesus dapat membangkitkan 

kesadaran akan dosa dalam diri para ahli Taurat dan orang-orang Farisi terutama 

perempuan itu. Dan, Yesus dapat mencerahkan batin dan memberikan belas 

kasihan dengan tidak menghukum tetapi menasehatinya agar tidak berbuat dosa 
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lagi. Di sinilah peran Mesianis Yesus yakni mengangkat martabat manusia dari 

kehancuran dosa menuju pembaharuan hidup. 

Tindakan transformasi sosial gaya Yesus dalam mengangkat martabat 

perempuan merupakan contoh dalam memahami dan memandang seorang 

perempuan dalam keadaaan apapun mesti dihargai, dihormati, dikasihi dan 

diangkat kembali menuju pertobatan. Dari kisah ini, penulis mengalisis bagaimana 

teks dibaca kembali dalam konteks sosial yang dihadapi oleh perempuan pelacur. 

Sebagaimana yang dihadapi oleh perempuan yang kedapatan berbuat zinah, 

perempuan pelacur juga mengalami hal serupa. Insiden kekerasan, diskriminasi 

gender, eksploitasi, persekusi yang dialami oleh perempuan yang kedapatan 

berzinah dan pelacur menunjukkan bahwa masyarakat menggunakan kekerasan 

atau ancaman kekerasan, untuk menegaskan atau mengambil kendali atas 

superioritas terhadap kaum perempuan pelacur.  

Hal ini tentunya berkelindan erat dengan kesadaran bahwa martabat adalah 

sesuatu yang hakiki dalam diri manusia karena diberikan oleh Allah sejak awal 

mula. Sebagai sesuatu yang melekat erat dalam diri manusia, martabat tidak dapat 

dikurangi atau dihilangkan sekalipun manusia jahat, dosa atau melanggar  norma-

norma yang berlaku dalam masyarakat. Demikian pun dengan perempuan pelacur, 

mereka yang dianggap sebagai pendosa atau pelanggar hukum tetap memiliki 

martabat yang sama dengan manusia lainnya. Maka, dengan itu Yesus 

memberikan suatu pengajaran maupun tindakan yang menghargai martabat 

manusia sekalipun manusia itu adalah seorang perempuan pelacur. Adanya 

pemahaman terhadap martabat itulah yang akan membuat manusia paham bahwa 

betapa perlunya membela martabat setiap orang yang menjadi objek tindakan 

kekerasan dan pelbagai bentuk perlakuan dehumanisasi lainnya yang 

memungkinkan pelecehan terhadap martabat manusia. Pada titik inilah relevansi 

perjuangan martabat perempuan pelacur menjadi suatu persoalan yang masih 

relevan dan perlu dipahami dan diperjuangkan. 
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5.2 Kritik dan Saran 

Berdasarkan telaah kritis atas pelbagai realitas sosial yang dialami oleh 

perempuan pelacur dalam terang Injil Yohanes 8:1-11 sebagai dasar pijakan 

dalam memahami martabat perempuan terkhusus perempuan pelacur, maka 

penulis memberikan beberapa catatan kritis sekaligus saran terhadap persoalan 

yang diangkat penulis dalam karya ilmiah ini. Adapun beberapa catatan kritis 

sekaligus saran tersebut, antara lain; 

Pertama, bagi masyarakat. Perlu adanya perubahan paradigma berpikir 

terhadap perempuan pelacur. Bahwa keadaan mereka adalah suatu paksaan dari 

pilihan hidup yang mendesak mereka untuk dilakukan. Mereka terjebak dalam 

ketimpangan sosial, budaya, ekonomi maupun politik yang menjerat mereka. 

Sehingga berbagai tindakan kekerasan, diskriminasi, hukuman dan stigma sosial 

terhadap perempuan pelacur adalah pantas bagi masyarakat yang memandangnya 

rendah dan kotor. Akan tetapi, masyarakat sendiri dibutakan akan berbagai 

tindakan kejahatan mereka sendiri seperti stigma sosial, tindak kekerasan, 

diskriminasi, segregasi seksual yang bias gender akibat budaya patriarkat, 

penyimpangan hukum sampai politisasi praktik pelacuran terhadap perempun 

pelacur demi kepentingan primordial seseorang atau kelompok. Oleh karena itu, 

masyarakat seyogianya berani menyadari kembali diri mereka apakah tindakan 

mereka benar atau tidak secara moral. Lebih daripada itu, masyarakat mesti 

merangkul mereka dalam kelompok sosial tanpa adanya alienasi dan merasa 

terpinggirkan dari kehidupan bermasyarakat. 

Kedua, bagi pemangku kebijakan. Pemerintah diharapkan agar tidak 

menetapkan regulasi atau kebijakan yang timpang atau diskriminatif dalam 

masyarakat. Selain itu, baik para pengusaha, politisi, maupun yang pemerintah 

agar menetapkan suatu kebijakan yang adil seperti mengurangi tingkat kemiskinan 

dan menyediakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat luas agar tidak lagi 

menjadi alasan bagi kebanyakan perempuan untuk masuk dalam dunia pelacuran. 

Pemangku kebijakan juga mampu mengatasi pelbagai persoalan human trafficking 

yang menjadi salah satu alasan bagi perempuan sehingga terjebak dalam dunia 

pelacuran. Juga hal yang perlu diperhatikan adalah pengadaan panti rehabilitasi 
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agar tidak saja mengubah pola perilaku dari para perempuan pelacur, tetapi juga 

mengubah kebiasaan dari para pengguna jasa seksual yang kebanyakan adalah 

laki-laki.  

Ketiga, perlu adanya kesadaran kritis dari tokoh adat dan masyarakat 

terhadap martabat manusia. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa 

pelecehan terhadap perempuan pada umumnya, dan perempuan pelacur pada 

kususnya disebabkan oleh cara padang masyarakat yang menganut budaya 

patriarkat. Dalam budaya patriarkat, kaum perempuan dinomorduakan setelah 

laki-laki. Laki-lakilah yang memegang kendali atas kaum perempuan sehingga 

ruang gerak mereka dibatasi oleh otoritas laki-laki. Paradigma berpikir seperti ini 

mengakibatkan tindakan secara sewenang-wenang terhadap kaum perempuan oleh 

kaum pria. Dengan demikian, konsep mengenai kesetaraan martabat antara laki-

laki dan perempuan direduksi ke dalam dominasi laki-laki sebagai konstruksi dari 

budaya patriarkat. Padahal, baik laki-laki maupun perempuan memiliki martabat 

yang sama sebagai ciptaan Allah yang sungguh mulia.  

Berhadapan dengan kenyataan ini, penulis memproposalkan adanya 

kesadaran kritis dari tokoh-tokoh adat dan masyarakat terhadap martabat manusia. 

Bahwa martabat manusia merupakan sesuatu yang in se dalam diri setiap orang 

yang diberikan oleh Allah sejak awal mula. Maka, martabat manusia dilihat 

sebagai nilai yang mendasar segala nilai termasuk nilai yang dikonstruksi oleh 

budaya patriarkat. Berdasarkan pemahaman ini, maka konsep yang dianut oleh 

budaya patriarkat yang memandang rendah kaum perempuan tidak dapat 

dibenarkan karena bertentangan dengan martabat manusia. Dengan adanya 

kesadaran ini, maka konsep yang memandang rendah perempuan dalam budaya 

patriarkat pelahan-lahan dapat diatasi.  

Keempat, bagi para pendidik dan cendikiawan atau kaum intelektual. Para 

pendidik adalah aktor utama dalam upaya membentuk manusia yang bermoral dan 

beradab melalui pendidikan yang mereka ajaran dalam pendidikan formal. Oleh 

karena itu, hendaknya pendidikan yang disalurkan kepada para pelajar tidak 

berorientasi pada aspek pragmatis. Dalam artian bahwa, pendidikan hanya dilihat 

sebagai modal bagi seseorang untuk mencapai jaminan hidup yang mapan secara 
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ekonomis. Akan tetapi, pendidikan hendaknya bertujuan untuk membentuk 

seseorang menjadi pribadi yang bermoral dan beradab. Demikian pun dengan para 

cendikiawan atau kaum intelektual mesti berani terlibat dalam persoalan-

persoalan sosial dan mencari solusi yang terbaik terhadap persoalan yang dihadapi 

oleh masyarakat, terkhusus peroslan mengenai pelacuran. Dengan demikian, 

tindakan pelacuran akan perlahan-lahan dapat dimusnahkan.  

Kelima, bagi kaum agamawan dan umat beriman. Diharapkan agar setiap 

orang beriman juga melalui institusi agama, tidak meninggalkan kelompok-

kelompok yang termarjinalkan baik secara ekonomi, politik, budaya, maupun 

secara moral agar keselamatan dan kekudusan tidak saja diperuntukan bagi 

sebagian orang, melainkan keselamatan universalah yang diperjuangkan. Baik 

kaum agamawan maupun umat beriman tidak membangun ghetto antara mana 

yang kudus dan mana yang berdosa. Mereka diharapkan memanggil mereka 

dalam keselamatan agar mewujudkan cita-cita injil yaitu pewartaan keselamatan 

Yesus Kristus di dalam dunia. 

Keenam, bagi perempuan pelacur. Persoalan ekonomi yang menjadi salah 

satu alasan dari kegiatan pelacuran yang dilakukan perempuan pelacur merupakan 

alasan klasik yang sering ditemui. Sehinga dengan masuk dalam dunia pelacuran, 

mereka gampang untuk mendapatkan uang. Ketika mereka telah masuk dalam 

dunia pelacuran, mereka yang sulit keluar dari dunia pelacuran tersebut karena 

gaya hidup yang mewah. Kegagalan cara berpikir seperti inilah yang akan terus 

membuat mereka mendapat perlakuan atau memperlakukan dirinya sendiri 

sebagai korban kekerasan, diskriminasi, stigma sosial dan pelbagai hal lainnya 

yang merugikan mereka. Hal inilah yang membuat mereka gagal memahami harga 

diri mereka dan mengakibatkan pelecehan terhadap martabatnya sendiri. Oleh 

karena itu, perlu adanya kesadaran dan pemahaman harga diri sebagai makhluk 

yang bermartabat. Dengan adanya kesadaran dan pemahaman diri tersebut dan 

berani keluar dari dunia pelacuran, maka perlahan-lahan mereka akan menjadi 

pribadi yang labih baik. Kesadaran akan pribadi yang berharga dan berani 

melawan dan keluar dari pelbagai ketimpangan yang dihadapi adalah jalan untuk 

memahami kedirian yang utuh berhadapan dengan dunia sosial di sekitarnya.  
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